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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa Bank adalah 

sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Tujuan dari eksistensi sebuah bank ini adalah untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 

 Di Indonesia, terdapat dua macam bank, yaitu Bank Umum dan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR). Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan 

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam 

lalu lintas pembayaran. 

Saat ini, kinerja BPR secara nasional mengalami perkembangan yang cukup 

positif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kredit yang disalurkan. Berdasarkan Statistik 

Perbankan Indonesia (SPI) Vol. 17 No. 02 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), jumlah penyaluran kredit pada Januari 2019 mencapai nominal 98,7 Triliun 

Rupiah. Angka ini meningkat 10,27% dari Desember 2017 dimana jumlah kredit 

yang disalurkan mencapai Rp 89,5 Triliun. Tingginya angka penyaluran kredit ini
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menunjukkan Industri BPR dan BPRS memiliki produk dan layanan dapat diterima 

dengan baik oleh masyarakat. 

Selain itu, perkembangan industri BPR juga dapat dilihat dari sisi 

penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Pada Januari 2019, DPK melalui 

tabungan mencapai angka Rp 29,2 Triliun, meningkat 9,36% dibandingkan nilai 

pada Desember 2017 yang mencapai Rp 26,7 triliun. Kemudian pada sisi deposito 

jumlah DPK yang tercatat mencapai nominal Rp 63,3 Triliun, meningkat 8,95% 

dari nilai Rp 58,1 triliun yang dicapai pada Desember 2017. 

Namun, dibalik semua peningkatan tersebut, bukan berarti perkembangan 

industri BPR berjalan dengan lancar. Melalui data dari website Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS), dari tahun 2018 LPS telah melikuidasi empat belas BPR. 

Sementara dari tahun 2006 hingga 2018, terdapat 99 BPR yang telah dilikuidasi 

LPS. Secara keseluruhan, BPR di wilayah Jawa Barat paling banyak yang 

dilikuidasi, yakni sejumlah 33 bank. 

Likuidasi yang terjadi pada BPR tersebut dapat menunjukkan bahwa BPR 

mengalami kesulitan keuangan yang tidak dapat disembuhkan. Menurut Siregar & 

Fauzi (2014), suatu perusahaan dikatakan sedang berada dalam keadaan kesulitan 

keuangan (Financial Distress) apabila perusahaan tersebut tidak mampu atau 

mengalami kesulitan dalam membiayai kewajiban keuangannya dan menghasilkan 

laba yang negatif. Sutedi (2014:71) menyatakan bahwa kesulitan keuangan meliputi 

kesulitan yang diakibatkan meningkatnya risiko kredit, dan kesulitan dalam 

memenuhi kecukupan modal. Dalam konteksnya untuk industri perbankan, 

Financial Distress juga dapat digunakan untuk mengukur risiko kebangkrutan 
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bank. Hal ini dijelaskan oleh Wulandari (2019), dimana kondisi bermasalahnya 

suatu bank menyebabkan bank tersebut mengalami kebangkrutan (bankcruptcy) 

yang biasanya ditandai dengan adanya kondisi kesulitan keuangan (Financial 

Distress) terlebih dahulu. 

 Mengenai Financial Distress, terdapat beberapa penelitian yang 

menjadikan BPR sebagai objek penelitian untuk melihat kemungkinan terjadinya 

Financial Distress pada sektor ini, dengan menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

terhadap Financial Distress. Anita (2017) menganalisis pengaruh dari kinerja 

keuangan terhadap Financial Distress 151 BPR di Provinsi Jawa Barat periode 

2013-2015. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa NPL (Non 

Performing Loan), CAR (Capital Adeqacy Ratio) dan ROA (Return on Asset) 

memiliki pengaruh signifikan, sedangkan LDR (Loan to Deposit Ratio) dan BOPO 

(Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) tidak memiliki 

pengaruh signifikan. 

 Namun pada penelitian Riyadi (2016) yang meneliti pengaruh kinerja 

keuangan terhadap Financial Distress pada BPR di Indonesia dalam periode 2010-

2013, hanya rasio CAR yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Financial 

Distress. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Permana (2012), yang 

menunjukkan hanya rasio CAR yang memiliki pengaruh signifikan. Penelitian 

tersebut meneliti BPR di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik–Bangkalan–

Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan). 

 Pada penelitian lain, Pratama (2016) yang meneliti 87 BPR di Sumatera 

Barat menunjukkan hasil dimana rasio NPL, TLTA (Total Liabilities to Total 
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Assets) dan NPM (Net Profit Margin) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Financial Distress, namun CR (Current Ratio) dan CAR tidak memiliki pengaruh 

signifikan. Selain itu, penelitian dari Wijayanti et al (2018) yang meneliti 

kemungkinan Financial Distress pada 30 BPR di wilayah eks-karesidenan 

Pekalongan di periode 2013-2017 memiliki hasil dimana rasio NPL, LDR, GCG 

(Good Corporate Governance), ROA, dan CAR tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Financial Distress.  

Berbicara tentang BPR, perlu diingat sebelumnya bahwa salah satu tugas 

BPR yang paling utama adalah memberikan kredit, dimana BPR menyimpan dana 

dari masyarakat, yang nantinya akan disalurkan kembali kepada pihak ketiga yang 

membutuhkan dana. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya risiko kredit sudah 

pasti tidak dapat dihindari. Menurut Africa (2016), resiko kredit merupakan situasi 

ketika debitur gagal membayar kreditnya kepada bank, atau terjadi pelanggaran 

kontrak yang dilakukan oleh debitur. Risiko kredit merupakan sebuah faktor 

penting yang harus dipertimbangkan oleh BPR. Dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank 

Perkreditan Rakyat, risiko kredit termasuk ke dalam semua lima tahapan penerapan 

manajemen risiko. 

Penelitian Siregar & Fauzi (2014) yang meneliti manfaat rasio keuangan 

dalam memprediksi Financial Distress pada bank umum di Indonesia periode 

2007-2012, menunjukkan bahwa risiko kredit memiliki pengaruh tidak signifikan 

dengan Financial Distress. Hasil tersebut sama dengan hasil dari penelitian Almilia 
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dan Herdiningtyas (2005), yang meneliti pengaruh rasio CAMEL pada Financial 

Distress dalam 16 bank Indonesia di periode 2000-2002. 

 Hasil tersebut sedikit berbeda dengan yang disimpulkan oleh Ismawati & 

Istria (2015) yang meneliti Financial Distress pada 31 bank yang terdaftar di BEI 

dalam periode 2010-2013. Dalam penelitian tersebut, risiko kredit berpengaruh 

positif dan signifikan dengan Financial Distress. Penjelasan yang disimpulkan oleh 

penelitian tersebut adalah, semakin banyak kredit macet yang terjadi dalam 

pengelolaan kredit bank, yang ditunjukkan oleh NPL, akan menurunkan tingkat 

pendapatan bank. Pada akhirnya, meningkatnya NPL akan mengakibatkan bank 

mengalami Financial Distress semakin besar. Hasil penelitian ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksana (2011) yang meneliti 

rasio CAMEL terhadap Financial Distress 94 bank di Indonesia pada periode 2004-

2007 dan Martharini (2012) yang meneliti rasio CAMEL dan size terhadap 

Financial Distress pada 35 bank di Indonesia 2006-2010. 

Namun penelitian lain, seperti Anita (2017) yang meneliti pengaruh 

Financial Distress dengan rasio CAMEL pada BPR, melihat adanya hubungan 

negatif signifikan antara risiko kredit dengan Financial Distress. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa risiko kredit yang tinggi akan memacu bank untuk menurunkan 

jumlah kredit yang bermasalah yaitu kredit macet, kurang lancar, dan diragukan 

agar kredit yang disalurkan menjadi lebih efektif. Dalam penelitian tersebut 

disebutkan cara untuk meminimalisir kredit bermasalah, yaitu dengan 

mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dan juga prinsip 5C (Character, 

Capacity, Collateral, Condition, dan Capital) untuk penyaluran dan penilaian 
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kredit serta melakukan pengawasan kredit yang lebih ketat. Selain itu, dalam 

menyelamatkan kredit bermasalah bank dapat melakukan tindakan penyelamatan 

seperti Rescheduling, Reconditioning, Restructuring, Kombinasi dan penyitaan 

jaminan. Hasil ini memiliki kesamaan dengan penelitian Shidiq & Wibowo (2017) 

yang meneliti pengaruh rasio keuangan terhadap Financial Distress pada 127 

perusahaan perbankan dalam periode 1994-1997. 

Risiko kredit dapat berimbas kepada kepercayaan masyarakat kepada BPR. 

Tentunya, nasabah tidak ingin menyimpan dananya pada bank yang berjarak dekat 

dengan risiko. Mengingat hampir sebagian besar sumber dana yang diperoleh BPR 

didapatkan dari masyarakat, maka BPR perlu menghindari risiko yang terlalu 

tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memiliki modal yang cukup. Menurut 

Hutasoit & Haryanto (2016), modal bank berfungsi untuk melindungi dana yang 

dimiliki oleh deposan dari kerugian yang timbul. Seperti yang sudah disinggung 

sebelumnya, salah satu penyebab kesulitan keuangan adalah kesulitan dalam 

memenuhi kecukupan modal. Oleh karena itu BPR harus dapat menyediakan modal 

yang cukup. Dijelaskan oleh Wibowo & Syaichu (2013) bahwa, tingginya rasio 

modal dapat melindungi deposan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

kepada bank. 

Penelitian Ismawati & Istria (2015) yang meneliti Financial Distress pada 

31 bank yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-2013, menunjukkan bahwa 

kecukupan modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Financial 

Distress. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian dari Hidayati (2015), yang 

meneliti pengaruh kecukupan modal, pengelolaan kredit, dan likuiditas bank 
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terhadap Financial Distress dengan 7 bank swasta Indonesia di periode 2009-2013 

sebagai sampel penelitian. 

Hasil yang berbeda dapat dilihat dari penelitian Purnamandari & Badera 

(2015) yang melihat kemampuan prediksi rasio keuangan terhadap risiko gagal 

bank pada 22 bank di Indonesia periode 2009-2013, terdapat pengaruh negatif 

antara kecukupan modal dengan Financial Distress. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa, modal dapat diibaratkan sebagai tameng bank dalam 

menghadapi kerugian bank, selain itu modal juga berguna untuk menghadapi 

persaingan bank yang sangat ketat, menyediakan dana yang likuid jika terjadi 

penarikan secara serempak oleh nasabah dan dapat mengembangkan usaha 

operasional bank. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan Kuncoro & 

Agustina (2017) yang meneliti pengaruh rasio keuangan pada 25 bank di Indonesia 

periode 2010-2015, dan penelitian Ozili (2019) yang meneliti stabilitas bank di 

Nigeria pada periode 2003-2016. 

Sedangkan penelitian dari Afiqoh & Laila (2018) yang meneliti pengaruh 

kinerja keuangan terhadap risiko kebangkrutan pada 10 bank umum syariah di 

Indonesia periode 2011-2017, menunjukkan bahwa kecukupan modal berhubungan 

positif dengan Financial Distress. Penelitian Anita (2017) juga menunjukkan hasil 

yang sama. Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan, kecukupan modal bank 

yang rendah akan menurunkan kemungkinan Financial Distress yang dialami oleh 

bank, karena bank akan terdorong untuk mengurangi kerugian yang dialami. 

Namun jika kecukupan modal yang dimiliki oleh bank itu tinggi, maka bank akan 
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terpicu untuk melakukan kegiatan-kegiatan operasional yang berisiko tinggi, 

sehingga akan meningkatkan kemungkinan terjadinya Financial Distress. 

 Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, 

peneliti termotivasi untuk mengambil topik penelitian ini. Bank Perkreditan Rakyat 

memiliki eksistensi yang sangat penting, karena BPR merupakan lembaga 

keuangan yang paling dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga 

diperlukan penelitian yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menghindari 

terjadinya kesulitan keuangan yang dapat mengancam keberadaan BPR di 

masyarakat. Serta peneliti tertarik untuk membahas variabel risiko kredit dan 

kecukupan modal, untuk melihat lebih lanjut seberapa berpengaruhnya kedua 

variabel tersebut terhadap kesulitan keuangan yang dialami oleh BPR. Selain itu, 

masih sedikit penelitian yang menggunakan BPR sebagai objek penelitian. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut dengan judul 

Pengaruh Risiko Kredit dan Kecukupan Modal terhadap Financial Distress 

pada Bank Prekreditan Rakyat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Risiko Kredit memiliki pengaruh terhadap Financial Distress Bank 

Perkreditan Rakyat? 

2. Apakah Kecukupan Modal memiliki pengaruh terhadap Financial Distress 

Bank Perkreditan Rakyat? 
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1.3. Tujuan 

 Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Risiko Kredit terhadap terhadap Financial 

Distress Bank Perkreditan Rakyat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kecukupan Modal terhadap Financial 

Distress Bank Perkreditan Rakyat. 

 

1.4. Manfaat 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih lanjut 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Financial Distress pada BPR, 

terutama risiko kredit dan kecukupan modal, dan juga dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian 

yang sama di masa depan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu industri BPR untuk 

mengantisipasi kemungkinan terjadinya Financial Distress di masa 

mendatang, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dalam menghadapi kesulitan keuangan.  

 


